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Abstract. This research aims to achieve an empirical proof about the influence
of good corporate governance and thin capitalization on tax avoidance. Good
corporate governance proxied by audit committee, institutional ownership,
independent board of commissioners. Population in this research is food and
beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2015-2017, sample of
this research is choosen by purposive sampling technique, so that it can be
obtain 33 samples. The analysis technique used in this research is Structural
Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) by using SmartPLS 3.0
software. The result of this research showed that audit committee has
significantly effect on tax avoidance. Institutional ownership, independent board
of commissioners, remuneration committee and thin capitalization have no
significantly effect on tax avoidance.

Keywords: Good Corporate Governance, Audit Committee, Institutional
Ownership, Independent Board Of Commissioners, Remuneration Committee,
Thin Capitalization, Tax Avoidance.

Abstrak. Research ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh
good corporate governance dan thin capitalization terhadap tax avoidance.
Good corporate governance diproksikan dengan komite audit, kepemilikan
institusional, dewan komisaris independen, dan komite remunerasi. Populasi
dalam research ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2015-2017, sampel penelitian ini dipilih dengan teknik
purposive sampling, sehingga diperoleh 33 sampel. Teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling-Partial
Least Squares (SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS

3.0. Hasil research ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan
pada penghindaran pajak (tax avoidance). Kepemilikan institusional, dewan
komisaris independen, komite remunerasi dan thin capitalization tidak
berpengaruh signifikan pada tax avoidance.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Komite Audit, Kepemilikan
Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Remunerasi, Thin
Capitalization, Tax Avoidance.
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Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib di dalam pemerintahan suatu negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan, yang dipungut dari rakyat untuk negara dan
dipergunakan untuk keperluan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah
suatu sumbangan wajib yang terutang pada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan
undang-undang dari wajib pajak orang pribadi ataupun badan, dan tidak memperoleh
manfaat langsung yang penggunaannya untuk Kkepentingan negara dan untuk
kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya (Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun
2007). Pemerintah pada praktik melakukan pemungutan pajak dari perusahaan terdapat
kendala diantaranya adalah upaya tax avoidance. Kepentingan yang berbeda antara
pemerintah sebagai fiskus dan wajib pajak sebagai penyebab munculnya tax avoidance.
Adanya perbedaan peraturan dari standar akuntansi keuangan dan berdasarkan perpu
perpajakan dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai upaya dalam melakukan tax
avoidance. Tax avoidance bukan tidak membayar pajak sama sekali, namun
meminimumkan pajak yang terutang (Djefris, dkk., 2018).

Perusahaan di Indonesia banyak yang masih melakukan praktik penghindaran
pajak. Penyidik IMF telah melakukan survei pada tahun 2016 yang setelah itu Universitas
PBB menganalisis lebih dalam dengan memakai database ICTD (International Center for
Policy and Research) dan ICTD (International Center for Taxation and Development),
yang menghasilkan data tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dari 30 negara
serta menyebutkan bahwa dari total 30 negara yang mengalami kerugian akibat
penghindaran pajak dengan nilai U$6,48 milliar, Indonesia merupakan negara yang
masuk dalam peringkat ke-11. Perusahaan di Indonesia yang telah melakukan praktik tax
avoidance dan sudah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah PT. Bumi
Resources, Asian Agri, PT. Adaro Energy, PT. Indosat, PT. Kaltim Prima Coal, PT.
Airfast Indonesia dan PT. Indofood (Rusydi, 2013).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penurunan pada
penerimaan pajak. Dapat dilihat pada APBN tahun 2015-2017 tidak tercapainya target
realisasi penerimaan pajak, sehingga menyebabkan menurunnya pajak yang diterima,
dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Persentase (%0)
Pajak
2015 Rp1489,3 Rp1240,4 83,3%
2016 Rp1539,2 Rp1285,0 83,5%
2017 Rp1436,7 Rp1304,3 91,2%

Sumber:www.kemenkeu.go.id

Sektor manufaktur yang memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan
pajak di negara Indonesia adalah perusahaan food and beverage. Namun, terdapat
perusahaan dari sektor food and beverage yang masih berupaya untuk melakukan praktik
tax avoidance. Contoh perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak ialah PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk.

Pengukuran penghindaran pajak bisa dijalankan melalui tiga metode, yaitu:
pertama, menggunakan CETR adalah pajak yang dibayarkan dibagi earning before tax.
Cara kedua yaitu menggunakan ETR dengan membagi tax expense dengan earning before
tax. Cara ketiga, yaitu melalui Book Tax Difference (BTD) dengan mengukur besarnya
perbedaan laba komersial dengan laba fiskal dibagi dengan jumlah aset (Hanlon &
Heitzman, 2010).

Praktik penghindaran pajak oleh beberapa perusahaan Indonesia masih banyak
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dilakukan, ini menunjukkan bahwa sisem tata kelola pada suatu perusahaan
pelaksanaannya belum efektif. Penerapan good corporate governance dilakukan dengan
tujuan untuk memberikan pengawasan supaya sistem tata kelola suatu perusahaan pada
konteks bidang pajak berada dalam batas penghindaran pajak yang sifatnya masih legal
(sesuai undang-undang) bukan penghindaran pajak yang bersifat illegal (melanggar
undang-undang) (Sunarsih & Oktavia, 2016). Komite Cadbury dari United Kingdom
menjelaskan penafsiran good corporate governance sebagai seperangkat prosedur yang
mengontrol dan mengarahkan perusahaan atau bisa dikatakan sebagai suatu peraturan
yang menjelaskan aturan mengenai hubungan dari shareholders atau pengelola dan
pengatur perusahaan, pemangku kepentingan eksternal dan internal, kelompok pemberi
kredit, karyawan, serta pemerintah, yang ada kaitannya terhadap berbagai hak dan
kewajiban mereka.

Subyek pada observasi ini adalah salah satu sub sektor manufaktur yaitu food and
beverage companies, dengan dasar bahwa industri food and beverage adalah bidang
andalan yang menopang pertumbuhan pemanufakturan di Indonesia yang memberikan
banyak kontribusi pada penerimaan pajak dan memberikan kontribusi besar pada
pertumbuhan ekonomi nasional. Industri food and beverage mengalami peningkatan
realisasi investasi yaitu sebesar Rp 29,14 Triliun dan industri food and beverage
mengalami pertumbuhan sebesar 9% serta memiliki porsi kontribusi terbesar
dibandingkan industri manufaktur lainnya yaitu 6,33 % terhadap PDB nasional pada
tahun 2018 semester I.

Teori keagenan diartikan sebagai suatu perikatan yang menjelaskan hubungan
dari pemilik perusahaan yang menyertakan manajemen perusahaan sehingga dapat
menjalankan layanan-layanan bagi mereka dengan melimpahkan wewenang pada agen
untuk pegambilan keputusan (Jensen & Meckling,1976). Teori keagenan memberikan
kemunculan pendapat mengenai adanya perbedan dari pengurus perusahaan yaitu manajer
dengan pemiliki perusahaan yaitu pemegang saham. Manajer memiliki kewajiban secara
batin untuk memaksimalkan kekayaan shareholders dan untuk memberikan pemenuhan
keinginan pribadi manajemen, yaitu untuk memberikan pemenuhan yang maksimal pada
bidang psikologis dan ekonomi. Dilihat dari pandangan lain, shareholders akan berfokus
pada nilai sahamnya agar meningkat, manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan
berusaha untuk meraih dan menjaga kesejahteraan masing-masing sesuai Yyang
diinginkan, oleh karena itu terdapat perbedaan dua kepentingan dari pihak di dalam
perusahaan.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mendefinisikan komite
audit sebagai suatu badan dengan dewan komisaris sebagai pembentuknya, untuk
memberikan bantuan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Research yang dilakukan
oleh Oktamawati (2017) dan Swingly & Sukartha (2015) menyebutkan bahwa, komite
audit sebagai perangkat penunjang good corporate governance tidak memberikan
dampak terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Sunarsih & Oktavia (2016)
menunjukkan hasil dari observasinya komite audit menunjukkan dampak signifikan pada
penghindaran pajak, artinya peningkatan keunggulan penerapan tata kelola perseroan
karena jumlah komite audit sebuah perusahaan semakin banyak, serta implementasi
penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajer perusahaan dapat dimimalisir.
Peningkatan jumlah komite audit suatu perusahaan akan mampu mengurangi upaya
penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajer, maka integritas laporan keuangan
dapat ditingkatkan.

Hi: Terdapat pengaruh komite audit pada penghindaran pajak (tax avoidance)

Pada tata kelola perusahaan ada dua struktur kepemilikan yaitu kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diartikan sebagai
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suatu saham yang kepemilikannya oleh kelompok institusi, seperti industri asuransi, bank,
atau organisasi lain (Simarmata & Cahyonowati, 2014). Meningkatnya pengawasan
terhadap kinerja manajer karena terdapat peningkatan pada jumlah yang kepemilikannya
adalah pihak institusi, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dicegah (Praditasari &
Setiawan, 2017). Research dari Apriliyana & Suryarini (2018) menyebutkan kepemilikan
institusional tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Research Wijayani (2016)
mengatakan kepemilikan institusional menunjukkan dampak negatif signifikan pada
tindakan penghindaran pajak, Marfirah & SyamBZ (2016) pada observasinya
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif pada praktik
penghindaran pajak.

H,: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak (tax

avoidance)

Dewan komisaris independen diartikan sebagai seorang yang tidak memiliki
hubungan relasi dengan shareholders (pemilik perusahaan) dalam segala hal, tidak
menjadi direktur dalam suatu perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan relasi terhadap
dewan direksi dan dewan komisaris (Sarra, 2017). Keberadaan dewan komisaris
independen pada suatu perseroan akan memberikan pengawasan terhadap kemampuan
manajer dalam pengambilan keputusan supaya berjalan berdasar pada prosedur/aturan
yang berlaku serta untuk memberikan keseimbangan keputusan yang dibuat oleh
manajemen agar mengamankan shareholders dan orang-orang yang berkaitan (Djeftis,
dkk., 2018). Research Praditasari & Setiawan (2017) menunjukkan komisaris independen
sebagai organ pendukung GCG memiliki pengaruh negatif pada srategi penghindaran
pajak. Research dari Cahyono (2016) dan Djefris, dkk. (2018) menyebutkan jumlah
dewan komisaris independen tidak memberikan dampak pada strategi penghindaran
pajak.

Hs: Terdapat pengaruh dewan komisaris independen pada penghindaran pajak (tax
avoidance)

Komite remunerasi merupakan organ pendukung good corporate governance.
PJOK No. 34/PJOK.04/2014) mendefinisikan komite remunerasi sebagai suatu lembaga
yang dibentuk dan bertindak sesuai utusan dewan komisaris untuk meberikan bantuan
terhadap pelaksanaan peranan dan kewajiban dewan komisaris mengenai pemberian
remunerasi terhadap kelompok dewan komisaris dan direksi. Penelitian Utami &
Syafiqurrahman (2017) menunjukkan bahwa keberadaan komite remunerasi sebagai
proksi dari komite remunerasi dan sebagai komponen penunjang good corporate
governance tidak memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Tidak
efektifnya kinerja komite remunerasi, sehingga belum dapat mengurangi kesempatan bagi
eksekutif perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji sebagai bentuk penghargaan
terhadap dirinya sendiri.

Ha: Terdapat pengaruh komite remunerasi pada penghindaran pajak (tax avoidance)

Thin capitalization diartikan sebagai sebuah strategi untuk mengecilkan jumlah
pajak terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada
modal (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Research dari Darma (2019) menyebutkan bahwa
terdapat dampak thin capitalization pada strategi penghindaran pajak. Hasil research ini
sesuai dengan research Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menyebutkan, thin
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capitalization berpengaruh positif pada upaya tax avoidance. Research Ismi & Linda
(2016) menyebutkan thin capitalization tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap
tindakan penghidaran pajak.

Hs: Terdapat pengaruh thin capitalization pada penghindaran pajak (tax avoidance).

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka,
maka disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Komite Audit (X1)

Kepemilikan Institusional (X2)

Penghindaran Pajak (Tax
Dewan Komisaris Independen Avoidance) (Y)

(Xa)

Komite Remunerasi (X4)

Thin Capitalization (Xs)

Metode Penelitian

Metode pada research ini memakai metode kuantitatif untuk dilakukan uji pada
hipotesis yang telah ditetapkan. Objek research ini yaitu: komite audit (x1), kepemilikan
institusional (x2), dewan komisaris independen (xs), komite remunerasi (Xs), thin
capitalization (xs), dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI Periode 2015-2017 menjadi subyek
dan populasi pada research ini, dengan jumlah 18 perusahaan. Purposive sampling
sebagai teknik pengambilan sampel, didapatkan total 33 observasi. Research ini
menggunakan data sekunder, yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada dan dari
laporan tahunan (annual report) industri food and beverage yang listing di BEI tahun
2015-2017.

Penghindaran pajak (tax avoidance) ialah upaya untuk mengecilkan jumlah pajak
terutang perusahaan dengan memakai celah pada undang-undang. Perhitungan tax
avoidance pada research ini dihitung dengan cash effective tax rates (CETR), yaitu
jumlah uang yang dibayarkan perusahaan untuk pajak dibagi laba sebelum pajak.
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Pengukuran tax avoidance dengan proksi CETR sesuai dengan penelitian Subagiastra,
dkk. (2016) sebagai berikut:
Pembayaran Pajak
CETR=

Laba Sebelum Pajak

Komite audit didefinisikan sebagai suatu lembaga yang dibentuk dewan
komisaris dengan tujuan untuk memberikan bantuan pada pelaksanaan fungsi dan
tanggung jawab dewan komisaris. Bagi perusahaan adanya komite audit adalah hal
yang penting. Pengukuran komite audit pada research ini adalah dengan menotal
jumlah komite audit perseroan yang ada di annual report, mengacu pada research yang
dilakukan oleh Utami & Syafiqurrahman (2017).

Komite Audit = Jumlah Komite Audit

Kepemilikan institusional diartikan sebagai saham yang kepemilikannya yaitu
pihak institusi, seperti industri asuransi, bank, atau organisasi lain. Pengukuran
kepemilikan institusional sesuai dengan observasi dari Sunarsih & Oktavia (2016)
sebagai berikut:

Kepemilikan Institusional

Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi -
Jumlah Seluruh Saham yang Beredar

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak mempunyai
hubungan relasi dengan shareholder dalam segala hal dan tidak mempunyai hubungan
relasi dengan jajaran direksi dan jajaran komisaris serta tidak menjadi direktur suatu
perseroan yang memiliki kaitan dengan perseoran pemilik. Berdasar pada observari
dari Sunarsih & Oktavia (2016), perhitungan dewan komisaris independen vyaitu
sebagai berikut :

Jumlah Anggota Dewan Komisaris
Independen

Jumlah Seluruh Anggota Dewan
Komisaris

Dewan Komisaris
Independen=

Komite remunerasi adalah salah satu organ good corporate governance yang
bekerja dan dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan peranan dan
kewajiban pada dewan komisaris mengenai pemberian remunerasi pada jajaran direksi
dan dewan komisaris. Pengukuran komite remunerasi pada research ini dengan melihat
keberadaan komite remunerasi dalam sebuah perusahaan yang terdapat di annual
report. Dengan menggunakan variabel dummy sesuai dengan penelitian Utami &
Syafiqurrahman (2017), diberikan nilai 1 pada perusahaan yang membentuk komite
remunerasi, sebaliknya diberikan nilai 0 pada perusahaan yang tidak membentuk
komite remunerasi.

Thin capitalization merupakan suatu skema untuk meminimalkan pajak
terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada modal.
Pengukuran thin capitalization pada research ini adalah memakai perbandingan jumlah
utang dibagi jumlah ekuitas, dihitung dengan rumus sesuai dengan penelitian Darma
(2019) sebagai berikut:
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Total Utang

Thin Capltallzatlonma|

Teknik analisis pada research ini yaitu Structural Equation Modelling-Partial
Least Squares (SEM-PLS), dengan software SmartPLS 3.0 yang digunakan untuk
menganalisis pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, komite remunerasi, dan thin capitalization pada penghindaran pajak (tax

avoidance) yang diukur dengan menggunakan CETR.

Hasil dan Pembahasan

Hipotesis pada reseacrh ini diuji dengan SEM-PLS. Ada dua model pada
analisis SEM yaitu, outer model yang meliputi uji discriminant validity, uji convergent
validity, dan uji reliability, dan inner model dengan melihat besarnya nilai R-Square

dan nilai predictive relevance (Q?. Pengukuran R-Square adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai R-Square (R?)

Variabel Endogen Nilai R-Square (R?)

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 0.410

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh informasi bahwa tax avoidance mempunyai

nilai R-Square (R?) 0,410 atau 41%. Dapat disimpulkan bahwa variabel tax
avoidance dipengaruhi oleh variabel independen komite audit, kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, komite remunerasi dan thin capitalization
sebesar 41%. Sebesar 59% sisanya, diterangkan variabel lain di luar research ini.
Hipotesis pada research ini pengujiannya dengan melihat nilai P-Value, nilai

signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Berikut yaitu hasil uji hipotesis research ini:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Original Sample Standard T Statistics P Values
Sample Mean Deviation
Komite Audit -> Tax Avoidance -0.584 -0.617 0.158 3.705 0.001
Kepemilikan Institusional -> 0.170 0.093 0.146 1.165 0.252
Tax Avoidance
Dewan Komisaris -0.258 -0.234 0.168 1541 0.133
Independen -> Tax Avoidance
Komite Remunerasi -> 0.019 0.024 0.229 0.083 0.935
Tax Avoidance
0.135 0.196 0.224 0.602 0.551

Thin Capitalization -> Tax Avoidance

Sumber: Data Diolah
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Hipotesis pertama research ini yaitu terdapat pengaruh komite audit pada
penghindaran pajak (tax avoidance). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3,
memperlihatkan nilai koefisien regresi (original sample) komite audit (-0.584) dengan
nilai signifikansi 0.001 < 0,05, sehingga Hi benar terbukti. Artinya komite audit
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil ini sesuai
research Praditasari & Setiawan (2017), Utami & Syafiqurrahman (2017), Sarra (2017),
Diantari & Ulupui (2016) dan Sunarsih & Oktavia (2016), yang menjelaskan komite audit
memiliki dampak pada penghindaran pajak (tax avoidance). Jumlah komite audit
perseroan yang semakin banyak maka akan meningkatkan monitoring pada kinerja
manajer dalam menyusun laporan keuangan, dengan demikian upaya tax avoidance oleh
manajemen perusahaan dapat diminimalisir.

Hipotesis kedua research ini yaitu terdapat pengaruh kepemilikan institusional
pada penghindaran pajak (tax avoidance). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada
tabel 3, memperlihatkan nilai koefisien original sample kepemilikan institusional 0,170
dengan nilai signifikansi 0,252 > 0,05, sehingga H- tidak terbukti. Artinya kepemilikan
institusional tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance).
Hasil ini sesuai research dari Diantari & Ulupui (2016), Apriliyana & Suryarini (2018),
Djefris, dkk. (2018) dan Sunarsin & Oktavia (2016), yang menyebutkan bahwa
kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada penghindaran
pajak. Tidak adanya dampak kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, artinya
proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan baik besar ataupun kecil, tidak
menunjukkan pengaruhnya pada implementasi tax avoidance oleh manajer perseroan.

Hipotesis ketiga research ini yaitu terdapat pengaruh dewan komisaris
independen pada penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasar pada uji hipotesis yang
disajikan pada tabel 3, memperlihatkan nilai original sample dewan komisaris
independen (-0,258) dengan nilai signifikansi 0,133 > 0,05, maka Hs tidak terbukti,
artinya dewan komisaris independen tidak berdampak signifikan pada penghindaran
pajak (tax avoidance). Hasil ini sejalan dengan research Cahyono (2016) dan Dijefris,
dkk. (2018) yang menjelaskan, dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh
terhadap tax avoidance. Artinya, fungsi dewan komisaris independen dalam suatu
perusahaan belum berjalan efektif. Terdapat kemungkinan bahwa kemampuan atau
pengetahuan dalam memberikan pengawasan yang professional terhadap kinerja
manajemen perusahaan agar tidak melakukan upaya penghindaran pajak tidak dimiliki
olen dewan komisaris independen, dan hanya dijadikan sebagai pemenuhan dalam
ketentuan/regulasi perusahaan.

Hipotesis keempat research ini yaitu terdapat pengaruh komite remunerasi
pada penghindaran pajak (tax avoidance). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada
tabel 3, memperlihatkan nilai original sample komite remunerasi 0,019 dengan nilai
signifikansi 0,935 > 0,05, maka H. tidak terbukti. Artinya, komite remunerasi tidak
berdampak signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil ini mendukung
research dari Utami & Syafiqurrahman (2017), menjelaskan komite remunerasi tidak
munujukkan pengaruh terhadap tax avoidance. Komite remunerasi tidak memberikan
dampak pada tax avoidance berarti fungsi dari komite remunerasi dalam suatu
perusahaan belum berjalan dengan efektif, komite remunerasi dalam suatu perusahaan
seharusnya ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan agar memiliki pengetahuan dan
kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait pemberian remunerasi.

Hipotesis kelima research ini yaitu terdapat pengaruh thin capitalization pada
penghindaran pajak (tax avoidance). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada tabel
3, memperlihatkan nilai original sample thin capitalization yaitu 0,135 dan nilai
signifikansi 0,551 > 0,05, sehingga Hs tidak diterima. Hasil ini mendukung research
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dari Ismi & Linda (2016), yang menyebutkan thin capitalization tidak memberikan
dampak pada tax avoidance. Thin capitalization tidak menunjukkan dampak pada tax
avoidance, disebabkan karena perusahaan melakukan pendanaan melalui utang bukan
untuk meminimalisir pajak terutang, namun dipakai untuk keperluan operasional
perusahaan.

Simpulan

Berdasar pada hasil pengujian dan bahasan yang disajikan, hasil research ini
menyimpulkan bahwa dalam 9iscal9d food and beverage yang listing di BEI tahun
2015- 2017:

Komite audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance). Artinya
jumlah komite audit perseroan yang semakin banyak maka akan meningkatkan
monitoring pada kinerja manajer dalam 9iscal9d laporan keuangan, dengan demikian
upaya tax avoidance oleh manajemen perusahaan dapat diminimalisir. Kepemilikan
institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance).
Artinya proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan baik besar ataupun kecil,
tidak menunjukkan pengaruhnya pada implementasi tax avoidance oleh manajer
perseroan. Dewan komisaris 9iscal9dent tidak berpengaruh signifikan pada
penghindaran pajak (tax avoidance). Artinya keberadaan komisaris independent tidak
mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance). Komite remunerasi tidak
berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance). Komite remunerasi
tidak memberikan dampak pada tax avoidance berarti fungsi dari komite remunerasi
dalam suatu perusahaan belum berjalan dengan efektif, komite remunerasi dalam suatu
perusahaan seharusnya ikut serta dalam 9iscal9den atau pelatihan agar memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait pemberian
remunerasi. Thin capitalization tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak
(tax avoidance). Artinya Thin capitalization tidak memberikan dampak yang signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hal tersebut disebabkan karena
perusahaan melakukan pendanaan melalui utang bukan untuk meminimalisir pajak
terutang, namun dipakai untuk keperluan operasional perusahaan.

Saran
Research selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan periode observasi misalnya

5 tahun, dan memperluas subyek penelitian seperti pada 9iscal9d manufaktur
yang terdaftar di BEI, untuk memperoleh hasil observasi yang lebih mencerminkan
keadaan sebenarnya. Research selanjutnya, bisa menggunakan proksi lain untuk
menghitung tax avoidance, seperti menggunakan ETR (Effective Tax Rate) atau BTD
(Book Tax Difference). Observasi selanjutnya, bisa memakai variabel 9iscal9dent lain
yang kemungkinan memengaruhi tindakan tax avoidance, misalnya insentif pajak,
corporate social responsibility (CSR), dan kompensasi rugi iscal. Bagi pemerintah
diharapkan untuk memperhatikan berbagai faktor yang memungkinkan manajemen
perusahaan melakukan praktik pengindaran pajak. Untuk perusahaan diharapkan lebih
patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku, melakukan pembayaran pajak
berdasarkan tarif yang ditetapkan, dan melaporkan penghasilan kena pajak perusahaan
yang sebenarnya
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